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Foota pavakumbuh bagian dari doerah Provinsi Sumatera Baral vang mempunyai
polensi alam vang begite indah. dengan keindahan ini membuat pemerintah Ko
Payukumbuoh ingin memajukan Pariwisata dengan tujuan untk bisy meningkatkan
pendapatan duerah can meningkaton ekonomi masyarakat serta meningkatkan
dayy saing dengan daerah lain: Dengsn semanpat otonomi daeral maka Kot
Payokumbuh melalul Kantor Pariwisats melahirkan Visi  adalah Mewujudkan
kata Payakumboh sebagai dacrah tujuan wisata dengan menonjolkan cie Adal
Basarak. Sarak Basandi Kitabullah (ABSSBE). Densgan lahimva visi Eantor
Pariwisata membuat program untuk mengembang pariwisaln vang berpedoman
kepada adat dan agama,

Fujuan penelitian ind untuk endeskripsikan  pengembangon  Pariwisata dan
mendeskripsikan kendale- kendaly yang terjadi dalom Penpembangan Pariwisuta
Dengan penchitian ini. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan teoritis vailu
Konsep Kinerja. Yang dimaksud konsep dalam penelitian ini adalab sehagaimana
vimg dimaksud oleh Lembaga Administeasi Negara, Penelitian ini menggunakan
metode  Kualitatil dengan tipe deskrpill Teknih  pengumpulan data vang
dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi, Sementara untuk
Keahsaban data pencliti lakukan depan inenppulasi sumber daa Pemiliban
miorman dilakuksn teknik porposive sompling

[asil penelitian memperlihatkan bahwa ada ketidak  pahaman pada konsep
Pariwisata sehingga pembustan oropram tidak sesuai dengan visdan misi vang
sudah ditetapkan. Konsep Pariwisata itu lidak ady kejelasan baik . i pada
penjabaran visi dan misi. Sedangian umuk pelaksansannova vang dilakukan aleh
pegawal  Kantor Pariwisata tidak jalan karens ketidakpahaman pada kensep
pengembangan Pariwisata.



BAR I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan  lingkungan  global maupen  nasional telah membawi
perubghan vang serius terhadap jalannya kehidupan politik dan pemerintahan.
Pergeseran paradigma pelaksanaan Pemerintahan Daerah dari Ovde Bam ke
vaman Beformasi telah memberi angin scpar terhiclap pemerintzhan daerah vang
lehih demokratis, Mal ini dibutikan denpan adanya perubahan kedua LIUD 1945
pasal 18 tentang Femerintahan Daerah vang memgju Kemandirian daerah untuk
mengatur rumah kingganya sendiri.

Dari perubahan pasal 18 UUD 1945 tepsebut di atas disimpulkan bahwa
penyelenpraraan pemerintahan dacrah dibeni otonomi vang luas dalant mengatur
serta mengurus rumah tangganya lanpa campur angan dan pemerintah pusas,
Diharapkan dengan perubsban tersebul penyvelenggaraan pemerintuhan daerah
menjadi lebih demokratis, rnI;!ai dari pemilihan angeota DPRD, pemiliban kepala
thaerah, sertn peimbuman kebijakan daerah vang berupa peraturan-peraturan daerah
dilakukan oleh daerah tanpa harus menungpou kebijakan atau petunjuk dari pusat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah menurat UL Koo 22 Tabun 1999 tentang
Pemerintzhan Daerah ditetapkan secara utuh pada Daerab Kabopaten dan Daerab
kota, Konmsekuensi dari hal tersebot di oatas, pemerintaban daerah mendapat
tantangan lugas yang semakin berst dafam menjalankan pemerintahan, serta
meningkal  pula funtutan profesionalisme  dan sumber dava manusia  pada
pemerimdahan daerah agar pemerintah doerab mampu menjalankan tweas dan
fungsinya dengan baik.

Hasil kerja vang dicapai oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas
dan funpsinya tersebut dikenal denpan istiloh kinerja, Kinerja pemerintah dacrah

dipengaruly  oleh  kemampuan Kepala Daerabh  dalam  memainkan  siramegi



oroanisasi vang diwnjudkan dalam bentuk kebijakan daerah, dan kemampuan
persnpkat daerah sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah.

Pemahaman {ethadap ULT Ne. 22 Tohun 1999 tentang Pemerintaban
[Jaerah sceard cermial, akan terlibat bahwa prinsip utama yang digunakan di dalam
menentukan kualitas dan kuantitas perangkat daerah adalab “sesual kebutnshan
daerah™, Artinya. tidak ada lagi bentuk dan jumiah onit-unit pemenntaban daerah
vang seragam i seluruh Indonesia, melainkan bersifan variant sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan duerah masing-masing. Kata kunci, “sesual kebutuhan
Diaerah” menunjukan bahwa ukuwran kebutubannya bukan semata-maty menurul
pundangan birokrasi pemerintab daerah seperti vang selama ini tecadi, tetapi lebib
berdasarkan kebuwiuhan masyvaraka: akan pelayanan tertentu dari pemerintah
daerah.

Sesuan dengan pendapat Wasistiono tersebut, maka Dinas Daeral sebagai
hagian dari perangkat dacrab mervpskan wung tombak dalam  suksesnya
implementasi  kebijakan dulllrﬂh. Dinas Dasrabh bertogas untuk membenkan
pelayanan pada masvarakat, schagal fungsi utama pemerintaly. Dalam era olonoemi
daerah dinas daerah tidak banya dibebani tugss pelayanan saja, tetapi juga
dibarapkan menjadi sumber pemasukan bagr Pendapalan Asli Dacrah (PAD)
melalur Kineganya dalam melaksanakan tugas. Kinerja pemerintal daesah dapat
langsung  dinilal dengan melihat bagaimana Dinss Dacrah  melaksanakan
kebijakan daerah dan memberikan pelayvanan kepada masyvarakat,

[Dalam rangka implementasi Otonomi Dacrah, Ko Pavakumbuh telah
menelapkan visi dan misi pembangunan. Visi Kota yaile " Mewwninudban Kol
Pavakumbuh sebagal daeval tgpan wisate dengan menosiolkan  ciri Adat

Basandl Svara' Svara’ Basandi Nitabellah (4 BSSBE) yvoang mewiliki dava saing

Egadly Wasistionn, 2000, Exed Dlsdiprge Ulrickeninz W 22 taliun 1000 tentang Pemerintale Daerah
flacnigny Bavagnddd ual, 29
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BAB V1

PENUTUP

. Kesimpulan

Lengan dilaksanakannya otonomi dacrah, maka berbagai urusan vang
pada mulanya  divres ofeh pemerintah pusal  sckarang  diiserahkan
penyelengaraannya kepada  pemerintah  daerab. Maka dard i penyerahan
kewenangan untuk mengatur penvelenpgaraan pemerintohan doerah harus ditkun
dersgan kemapanan setiap keterampilan, Kesungpohan untuk menjalankan program
vang sudah dibual bersama. Pelaksanaan program bisa berhasil atae tidaknva
tergantung pada sumber dayva manosia dan kesunguhan dalam melaksanakun apa
vang sudah menjadi program atan vang sudab diveapkan dalam APBD. Visi dan
Mist Kota Payakumbuh sangat bagus untok dijalankan apalagi kendisi sangat

mendukung unluk mengembangkan tapi ada keserivsan oleh pura pelaksana

jangan hanya soehol ataw pelengkap dalam keras dan LPJ wahunarn.

Program dari Kantor Pariwisata Seni don Rudayva Kota Payakumbuoh
untuk mendukung visi dan muisi belum ada vang menyveriuh kepada ada apalag
pada agama sesudi dengan pepatall minang vang mengatakan Svarek Manearnn,
Adet Maekar. Than sini kita dapat melihat visi vang sudah tetapkan ity belum
ada realisasinya,

Dari apa yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pariwisata Seni dan Budiva
Kota Payukombuh yang mejadi visi dan mizi ada vang tidak scsuai dalam
pelaksanaannya dan  ketidak pahaman  pada visi dan misi bagi peluksana di

lapamgan. Kemudian pelaksanaan kantor sendiri hanya cuma paseah denpan apa
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vang lerjadi dan tdak berupaya untuk mepcar solusinya. Program  vang
direncanokan tdak sesua tdak sesua dengan visi dan masi.

Raonsep pariwisaa pada umumnya dipakat oleh Pemda Sumaters Barat dan
juga di daerah Kabupaten dan Kota, Kota Payvakumbuh juga memakai istilab
pariwisata, Konsep pariwisata belum ada kejelusan, Dan konsep akan lahir
propgram kena kantoridinas. vang ada di Kota Mavakumbuh, Namun kenvataan
yung lerpud di Kota Payakumbub konsep Partwisata ABSSBE ini belum jelas dan
mengakibatkan tergangeunya pelaksanaan program kerja.

Pegawal kantor Parwisala Sem dan Bwdavs Kota Pavakumbuh dak
memahami apa itu Pariwisata, Perlunya Suatu pemabamon terhadap konsep
tentanye pariwisaty Karénd pabungan budava dan agama didalam masyarakat
sangal kental. Pepawai yang akan menjalankan program kerja vang sudah dibuar
harus bisa memahami apa vang dikata dengan pariwisata dan maksud tupuan
Yartwisata. Pemahaman suatu tyjuan merupakan hal yangn harus difakukan para
aparatur pemerintahan kacrana ditangan merekalah lancar tidak hmearnya suatu

progran vang akan dicapai.

2. Saran
Supaya  peningkatan  pelaksanwan program:  dalam hal  kinerja
pengembangan pariwisata para pegawsi Kantor pariwisata dibarapkan  untuk
sczera melakukan upaya dalam mengatasi kelermahan vang tefadi vaita:
A. Kanlor Pariwisata Seni dan Budaya kota Payakambuh harus membuat
sebush kensep Paniwisala sehinga memudahkan untuk menjalankan

program Kerja.
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